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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1TAHUN aOLO

TENTANG

POKO}GPOKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 33O ayat
($ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOG

tentang Pedoman Pengelolaan Keuan$an Daerah
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2OA7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negieri Nomor 13 Tahun 2006'
perlu diatur tentangl Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

UndangrUndang Nomor 24 Tahun 1956 tentan$ Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Ne$era

Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor 1103);

UndangrUndang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggataan Negara yangl Bersih dan Bebas dari Korupsi,

dan Nepotlsme (Lembaran Ne$ara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne$ara lndonesia Nomor

3851;

UndangUndang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuan$an

Negiara (Lembaran Negara Republik lndonasia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

undang-undang Nomor l Tahun 2OO4 tentang Perbendaha(aan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Unilang{Jndang Nomor 15 Tahun 2OA4, tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggung'iawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 44OO);

undangr-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang:undang Nomor 72 Tahun 2OOB tentan$
perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NeElara Republik
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lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 4a4$;

Undangrundang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pa|ak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO0 tentan$ Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Ne$ara
Nomor 63 Tahun 2OOO, Tambahan Lembaran Negara 3955);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOO tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Nomor 64
Tahun 2OOO, Tambahan Lembaran Negara 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OOO tentan$
Penyelengigiaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentan$
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anglglota
Dewan Penrakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kall, terakhlr den$an Peraturan Pemerlntah Nomor 21
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Keti$a Atas Peraturan
Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 471.2);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentan$
PenElelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republlk lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2\;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentan$ Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk
lndonesia Nomor 45O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentan$ Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
PerimbangBn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2AA5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republlk
lndonesia Nomor 4575)l
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
Kepada Daerah {Lembaran Neggra Republik lndonesia Tahun
2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a577\;

Peraturan Perfierintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O,
Tambahan Lembaran Negpra Republik lndonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Os
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a5$);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOG tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2OOG tentang Pengielolaan Barang Milik Negara,/Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2OOg Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan
Keuan$an dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 46L4);

Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang PembaEtran
Urusan Pemedntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OA7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AO7 Nomor 83)

Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangl/lasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7
tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2OO6;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang! Milik Daerah;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OA7 tentang
Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggun$awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang PenJabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOG tentan$ Rencana
Pembangunan Janglka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO&2OO9 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO6 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2OOB tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor 6);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun
2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretarlat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Provlnsl Sumatera Utara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OOB Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
ProvinsiSumatera Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun
2OOg tentang Organisasl dan Tata KerJa Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Organlsasi dan
Tata KerJa Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OOg Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
L7)

31.

32.

33.

31

33

34

35

Den€lan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMTFTT,JSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLMN
KEUANGAN DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republlk lndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Provinsi Sumatera Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara sebagai unsur penyeleng$ara pemerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara.

7. Daerah otonom, selanJutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yan$ berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan asplrasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

L Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangfia
penyelenglgfaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

g. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegliatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggun$awaban, dan
pengawasan keuan$an daerah'

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Gubernur/
Wakll Gubernur dan Satuan KerJa Perangkat Daerah-

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanJutnya disebut SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angaran/pengguna barang'

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yan$ selanJutnya disebut SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggarcn/pengguna
baran€, yang iugla melaksanakan pengelolaan keuan$an daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oteh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenglglarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.


